
 

 

 

 

BAB V. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Hasil penelitian tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Transfer ke 

Daerah (TKD), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap 

Perubahan Belanja Modal Daerah di Kawasan Barlingmascakeb menunjukkan 

bahwa: 

1. Pajak daerah berdampak negatif terhadap perubahan belanja modal daerah 

di Kawasan Barlingmascakeb. Hasil ini menandakan bahwa variabel pajak 

daerah berbanding terbalik dengan belanja modal, yang berarti apabila 

pajak daerah semakin meningkat akan dapat menurunkan perubahan 

belanja modal. 

2. Retribusi daerah berdampak positif terhadap perubahan belanja modal 

daerah di Kawasan Barlingmascakeb. Hasil penelitian ini menunjukkan 

adanya pengaruh positif dari retribusi daerah terhadap perubahan belanja 

modal, yang bearti apabila retribusi daerah mengalami kenaikan maka 

perubahan belanja modal akan mengalami kenaikan pula. 

3. Transfer ke daerah (TKD) memiliki dampak positif terhadap perubahan 

belanja modal di Kawasan Barlingmascakeb. Hasil penelitian ini 

menunjukkan adanya pengaruh positif dari TKD terhadap perubahan 
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belanja modal, mengartikan bahwa jika TKD mengalami kenaikan maka 

akan meningkatkan perubahan belanja modal. 

4. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) berdampak negatif terhadap 

perubahan belanja modal daerah di Kawasan Barlingmascakeb. Hasil ini 

menandakan bahwa variabel TPAK berbanding terbalik dengan belanja 

modal, yang berarti apabila TPAK semakin meningkat akan dapat 

menurunkan perubahan belanja modal. 

5. Secara bersama-sama, pajak daerah, retribusi daerah, transfer ke daerah 

(TKD), dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) memberikan dampak 

positif terhadap perubahan belanja modal daerah di Kawasan 

Barlingmascakeb. 

 

B. Implikasi 

Berdasarkan penelitian, ada hubungan antara penerimaan Pajak Daerah, 

Retribusi Daerah, Transfer Ke Daerah (TKD), serta Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja (TPAK) dengan Perubahan Belanja Modal Daerah di Kawasan 

Barlingmascakeb. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki implikasi yang 

penting dalam pengembangan kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, 

seperti:  

1. Pemerintah daerah dapat terus mengoptimalkan pemanfaatan dari pajak 

daerah serta retribusi daerah guna mendukung pendanaan yang bermanfaat 

bagi kemakmuran rakyat. Pengelolaan dana yang optimal, terutama dalam 
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Belanja Modal Daerah, harus menjadi prioritas bagi pemerintah daerah. 

Pengalokasian dana yang tepat untuk Belanja Modal akan memberikan 

manfaat bagi kepentingan umum di daerah, serta meningkatkan fasilitas 

publik yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di 

Kawasan Barlingmascakeb.  

2. Pemerintah daerah hendak menggunakan dana transfer guna mencapai 

standar minimum layanan publik dengan memfokuskan kepada tujuan 

utama dari dana transfer tersebut. Disamping itu, pemerintah daerah dapat 

lebih memperhatikan serta mengoptimalkan setiap potensi yang dimiliki 

daerahnya supaya daerah tidak memiliki rasa ketergantungan akan dana 

transfer. Hal ini dilakukan agar daerah dapat mewujudkan kemandirian. 

3. Pemerintah daerah diharapkan untuk merancang anggaran Belanja Modal 

dengan teliti agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas 

umum dan meningkatkan kinerja daerah. Penekanan anggaran Belanja 

Modal sebaiknya difokuskan pada sektor-sektor yang berpotensi besar 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga alokasi anggaran 

dapat dioptimalkan secara efektif. 

  

C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini terbatas pada pengkajian yang hanya mencakup Kawasan 

Barlingmascakeb di bagian selatan Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari lima 

kabupaten, yakni Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan 
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Kebumen. Selain itu, rentang waktu yang diteliti juga terbatas hanya 6 tahun 

dari tahun 2018 hingga 2023. Objek dan rentang waktu tersebut masih dapat 

diperluas. Disarankan untuk penelitian selanjutnya menggunakan variabel lain 

yang berkaitan dengan Belanja Modal, seperti mengambil dari kebijakan atau 

upaya pemerintah dalam pengalokasian anggaran Belanja Modal. Hal ini 

dilakukan agar dapat diketahui faktor atau penyebab yang mempengaruhi 

Belanja Modal. 

 

 

 

 

 

  


